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PUTUSAN

Nomor 2202/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

z b\1Y »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, Lahir tanggal 7 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1,
Pekerjaan Guru XXXXX, tempat tinggal di Dusun XXXXX I, RT. 03 / RW.
13, Desa XXXXX , Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2016
memeberi kuasa kepada SHOLIKIN AHMAD, S.H. dan NUR ROHMAH,
S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AL
FATH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pangonan R.T.
001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah 56511; selanjutnya disebut PENGGUGAT;

LAWAN

XXXXX, Lahir tanggal 3 Juni 1990, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1,
Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX, R.T. 003 / R.W. 006,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang,
selanjutnya disebut TERGUGAT,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 14 Nopember

2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan

register perkara Nomor : 2202/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 14 Nopember 2016

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 17
Maret 2011di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten
Magelangsebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor:
137/35/111/2011yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang
sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
137/35/111/2011 tertanggal 17 Maret 201lyang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
tempatkediaman Tergugat di XXXXX, R.T. 003, R.W. 006, Kelurahan
XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selama * 2 tahun,
namun selama dua tahun tersebut Penggugat dan Tergugat terkadang
tinggal dirumah Tergugat di XXXXX Kota Magelang, terkadang tinggal di
rumah Penggugat di Dusun XXXXX 1, Kecamatan Muntilan, Kabupaten

Magelang, kemudian sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat
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berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Dusun
XXXXX I, R.T. 003, RW. 013, Desa XXXXX, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di XXXXX,
R.T. 003, R.W. 006, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Magelang Utara, Kota
Magelang.

4. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri ( Ba’da al dhukul ) dan sudah dikaruniai 1
( satu ) orang anak, yang bernama XXXXX, umur 5 tahun 3 bulan, yang
lahir pada tanggal 22 Agustus 2011.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal
pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada
umumnya, akan tetapi, pada saat memasuki tahun ke-3( ke tiga) usia
perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang
ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki
pekerjaan tetap, sejak awal menikah Tergugattidak pernah memberikan
nafkah lahir ( uang ) kepada Penggugat untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup keluarga Penggugatlah yang bekerja dan masih dibantu oleh orang
tua Penggugat.

6. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang menyebabkan Penggugat dan
Tergugat bertengkar dan cekcok adalah karena orang tua Tergugat selalu
mengatur dan mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat.

7. Bahwa klimakisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi sekira bulan Oktober 2014, pada saat itu Penggugat
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memutuskan untuk tinggal dirumah orang tuanya di Dusun XXXXX I, R.T.
003, R.W. 013, Desa XXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan( sejak
bulan Oktober 2014sampai sekarang ) sehingga hal tersebut nyata —nyata
menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak
mungkin tercapai.

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut
baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak
berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sighat
ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, telah memenuhi
unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat
dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (
sepuluh ribu rupiah );

12. Bahwa untuk memenuhi ketentua Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober
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2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka
kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan
memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan
sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.

2. Menyatakan syarat ta’lik talak Tergugat telah terpenuhi.

3. Menyatakan jatuh Talak Satu Khul'i dariTergugat ( XXXXX ) terhadap
Penggugat (XXXXX ) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu
rupiah ).

4. Memerintahkanpanitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, untuk
dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang

seadil adilnya.
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Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas
panggilan Nomor : 2202/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 06 Desember 2016,
tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 31 Januari 2017 yang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi
Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan oleh sebab itu sidang
dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah
gugatan Penggugat tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah  Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Nomor
3371024703910001. Tanggal 30-03-2012. (bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang, Nomor : 137/35/111/2011. tanggal 17 Maret
2011. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan
saksi-saksi yaitu :

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di

Dusun XXXXX |, Rt.04/Rw.13, Desa XXXXX , Kecamatan Muntilan,
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Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 5
tahun yang lalu, setelah menikah mereka kadang tinggal dirumah
Penggugat dan kadang tinggal di rumah Tergugat, mereka suami isteri
yang sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
karena Penggugat ada di rumah orang tuanya tanpa dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat, saksi tidak
pernah melihat lagi Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat
juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;

2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di
Dusun XXXXX [, Rt.03/Rw.13, Desa XXXXX , Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
tahun 2011 yang lalu, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat ketika masih rukun tinggal di rumah
Tergugat namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat

telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
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- Bahwa sejak Penggugat ada di rumah saksi, Tergugat tidak pernah dating
menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirim sesuatu
sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan
selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai
suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir
dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara
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resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah
perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam,
oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah de-ngan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan
Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan
Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu
sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan
Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Nomor :
137/35/111/2011. tanggal 17 Maret 2011. merupakan bukti autentik perkawinan
Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka
berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165
HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis
berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan

hukum (legal standing) dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan
melalui putusan Hakim;
Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat minta diceraikan dari
Tergugat pada intinya sebagaimana pada posita 7 dan 8 gugatan Penggugat
yaitu sejak Oktober 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan
selama kurun waktu tersebut Tergugat sebagai suami tidak pernah datang dan
tidak pernah mengirim sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat juga telah
membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, alasan mana menurut
pendapat majelis telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud
Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar sighat
taklik talak;
Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan

tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

e Adanya perjanjian sighat Taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah
akad nikah dilangsungkan;

. Suami telah melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana
dirumuskan dalam sighat taklik talak tersebut;

. Isteri tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama;

. Pengaduan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan Agama
setelah memeriksa bukti-bukti yang cukup;

e Isteri membayar uang sebagai ‘iwadl ( pengganti);
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti

P.2 serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta

bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
pernikahannya dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada KUA Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Buku Kutipan Akta
Nikah;

. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah, dan semenjak itu Tergugat sebagai suami
tidak pernah datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim
sesuatu sebagai nafkah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak

memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah
memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di
depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya
disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah
memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa
yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas
serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan

pasal 170 — 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa
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keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan

dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan
Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan 2 (dua) orang saksi
yaitu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yaitu Tergugat telah
tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta sighat taklik talak angka (4)
yaitu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama
2 tahun lebih yaitu sejak Oktober 2014 sampai perkara ini diajukan pada bulan

Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis
berpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atas tindakan
Tergugat terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar ‘iwadl ( pengganti )
berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan
ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 411
tahun 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat
telah melanggar sighat taklik talak tersebut dan Penggugat tidak rela serta
Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah
tangga dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami

isteri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1
huruf (e) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarat
ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat
diterapkan ketentuan figih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi ‘alat Tahrir

yang berbunyi :

m‘@mu.\ﬁyé‘ghﬁﬂh& %Y
Artinya : dan barang siapa menggantungkan talak kepada sesuatu
sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat’/keadaan tersebut

sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah salah satu bentuk perjanjian
antara orang Islam yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam,
sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an Surat Al-Isra’ ayat 34 :

¥ smia OIS 2gall () agadll g8 50
Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti dimintai

“

Artinya

pertanggung jawabannya ”;

Dan dalam salah satu Hadits Rosulullah S.A.W. disebutkan :
pehs s o O salual)
Artinya : “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya” ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu pelanggaran atas janji harus
dipertanggungjawabkan dan dalam kasus ini, Tergugat harus dijatuhkan

talaknya satu atas Penggugat sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang
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diucapkan dan ditandatangani oleh Tergugat sesaat terjadinya akad nikah
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
‘iwald sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan
dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan kepada
Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat nikah pada KUA dimana perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar’i yang

berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXX dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Muntilan Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 384.000,00 ( Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Mungkid dengan susunan Drs. H. Sahidin Mustafa, SH.,MH. sebagai Hakim
Ketua Majelis, Dra. Nur Immawati dan H. Masrukhin, SH. M.Ag. masing-
masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta Anas Mubarok, SH. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis
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Dra.H. SAHIDIN MUSTFA, SH.,MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan Rp. 30.000,00
2. Biaya APP Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 293.000,00

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp.384.000,00

(Tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
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